
 

 

 Jakarta, 15 Juli 1987 
 
Nomor : S-627/K/1987 
Lampiran :  
Perihal : Penjatuhan Sanksi Para Kepala Perwakilan BPKP 
 Terhadap Kontraktor/Rekanan. 
 
Kepada Yth. : 
Para Kepala Perwakilan BPKP 
di 
 SELURUH INDONESIA  
 
 
1. Sebagaimana Saudara ketahui sebagai tindak lanjut terhadap perbuatan yang 

merugikan negara kepada pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan Tindakan 
Disiplin Pegawai Negeri, Tuntutan Gati Rugi/Perbendaharaan serta Tuntutan Tindak 
Pidana Korupsi, padahal perbuatan tersebut bukan semata-mata perbuatan yang 
bersangkutan, akan tetapi juga akibat perbuatan/tindakan pihak ke III 
(kontraktor/rekanan). 
Tindakan tersebut antara lain : 
a. Terlibat dalam pembuatan berita acara fiktif. 
b. Tidak menyelesaikan pekerjaannya, walaupun pimpinan proyek atau pejabat yang 

berwenang untuk itu, telah melakukan teguran. 
c. Menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai dengan bestek atau ketentuan-ketentuan 

lain (kontrak, perjanjian lain yang sah). 
d. Dengan sengaja melimpahkan pekerjaan kepada pihak lain secara di bawah 

tangan atau dengan cara lain, yang bertangan dengan peraturan yang berlaku. 
e. Tindakan-tindakan lainnya yang karena tindakan itu, proyek atau pekerjaan, yang 

dimaksud menjadi tidak berfungsi. 
2. Dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan yang Saudara lakukan apabila 

ditemukan tindakan-tindakan kontraktor yang merugikan negara seperti tersebut di 
atas, diminta agar Saudara mengusulkan kepada Gubernur KDH Tingkat I selaku 
Ketua Tim Prakualifikasi yang bersangkutan untuk menjatuhkan sanksi kepada 
kontraktor/rekanan yang bersangkutan. 
Apabila kontraktor/rekanan yang bersangkutan berasal dari Propinsi lain, usulan itu 
dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPKP, di mana Prakualifikasi itu diberikan, 
setelah mendapat data-data dari Perwakilan di mana proyek/pekerjaan tersebut 
dilakukan. 
Usulan-usulan tersebut dilengkapi data-data sebagai berikut :  
a. Nama Rekanan; 
b. Alamat; 
c. Nomor DRM/TDR; 
d. Code Rekanan; 
e. Kasus yang dilakukan, dikemukakan dengan jelas; 
f. Bukti-bukti keterlibatannya atau perbuatan yang dilakukan (Bukti-bukti dapat 

berupa berita acara pemeriksaan BPKP, atau bukti lain yang memperkuat adanya 
kasus tersebut). 

3. Adapun sanksi yang diusulkan tergantung kepada besar/kecilnya kesalahan/kerugian 
yang ditimbulkan, berupa : 
a. Teguran tertulis dengan tembusan ke pimpinan proyek atau pimpinan instansi di 

mana pekerjaan tersebut dilakukan. 
b. Pencabutan DRM/TDR sementara sedikit-dikitnya 6 bulan selama-lamanya 1 

tahun. 
c. Pencabutan DRM/TDR tetap.  

4. Apabila dalam 1 bulan setelah diterbitkan surat usulan, Gubernur KDH belum 
melakukan tindakan, maka Saudara membuat surat susulan dengan tembusan kepada :  
1. Deputi Bidang Pengawasan Khusus; 



 

 

2. Deputi Bidang Pengawasan lainnya yang membidangi obyek yang bersangkutan.  
 
 Atas dasar surat susulan tersebut Deputi Bidang Pengawasan Khusus akan 
menyiapkan konsep surat Kepala BPKP kepada Gubenur KDH yang bersangkutan untuk 
diminta perhatiannya.  
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